BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 068 /IKep. 340 - Pew /a02(

TENTANG

PENETAPAN TARGET JUMLAH WARGA NEGARA DAN MUTU MINIMAL

Menimbang

LAYANAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2027

BUPATI PURWAKARTA,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal,
pemerintah daerah menerapkan standar pelayanan
minimal untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan
mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap
warga negara secara minimal,

Bahwa guna mendorong terpenuhinya layanan
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten
Purwakarta tahun 2027, diperlukan penetapan target
jumlah warga negara penerima layanan serta target

mutu layanan minimal sesuai standar SPM;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Target Jumlah
Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar
Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2027.
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Mengingat

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950
tenitang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4251);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
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11.
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13.

14.

15.

16.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar
Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun
2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan
Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan
Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun
2018 tentang Penerapan Standar Teknis Mutu
Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419);

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset,
dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar
Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023
tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal
Bidang Pekerjaan Umum Dan Bidang Perumahan
Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 1006);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 204);
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Surat Edaran Menteri Dalam  Negeri Nomor
600.4/2851/ST Tahun 2025 tentang Penetapan Target
Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan
Standar Pelayanan Minimal Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu
Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten
Purwakarta Tahun 2027 tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Bupati ini.

Target Jumlah Warga Negara Dan Mutu Minimal Layanan
Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU menjadi target prioritas yang harus
dipenuhi layanan SPM penerima layanan warga negara
dan mutu layanan minimal oleh perangkat daerah
pengampu urusan wajib pelayanan dasar melalui
pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan bupati ini dibebankan kepada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
Purwakarta dan/atau Sumber pembiayaan lain yang sah
dan tidak mengikat sesuai dengan kententuan peraturan
perundang-undangan.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
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